Mengingat

GUBERNUR Ball
PERATURAN GLIBERNLIR BALI
*  NKOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBEENUR BALI

bahwa untuk menjaga kesucinn don keharmonisan alam Bali
sesial dengan visi Nangun Sat Kertiu Loka Ball perlu segera
disusun kebijakan Pengelolaan Sampah berbasis sumber
Euna mewujndkan Ball yang bersih, hijau, dan indah;

hahwa Peraturan Daerah Provingl Bali Nomor 5 Tahun 2011
rentang  Pengelolaan  Sampah  menegaskan  perlunva
Pengelolann  Sampah berbasis Sumber dalam  ranghs
menngkatkan  kesrhatan  masyarekat  dan kuslitas
lingkungan hidup maka diperiukan pengelolaan Sampah
Berbasis sumler;

bahwa berdasarksn pertimbangan setagaimana dimaksd
dakam hurul a dan huruf b, perlu menstapkan Peraturon
Gubernur tentang Pengelolann Sampah Berbasis Sumber,

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 teniang
Fembentukan Daerah-dacrah Tingkat | Bali, NMusa Tenggara
Barat don Nusa Tenggara Timur |[Lembaran Negara Fepublik
[ndonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Megara Kepublik [ndonesia Nomor | 695);

Undang:-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tenting Penpgelolaan
Sampah|{Lembaran Negara Hepublik [Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);

Undang-lindang Nomor 32 Tahin 2009  tentang
Periindungan dan Pengelolasn Lingkungsn Hidup (Lemberan
MNegarn Republik  Indoneaia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambshan  Lembarmn  MNegaran  Republik  Indonesin
Nomor 505%);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undingan (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 2011 Nemor B3,
Tambahan Lemibaran Megara Republilk Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana tglah diubah dengan Undang-
Undang MNomor 15 Tahun 2019 bentang Perubahan Atas
Undang - Undang  Nomor 12 Tahan 2011 teniang
Fembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemberan
Negara Republik [ndonesias Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 63%3);



Menetaphan

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  twenlang
Pemerniahan Daerah [(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Neomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 5587] schagmimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor S679),

Peraturan Pemerintah  Nomor 81 Tahan 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 3efenis
Sampah Rumsh Tangga [(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan lLembaran
Negare Republik Indonesia Nomor 5337,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010
tentang Pedeman pengelolaan Sampah (Berite Negara
Republik Indonesia Tahnn 2010 Nomor 274},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukuem Daerah (Berita Negarn
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036| sebagaimans
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam  Neger
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pernturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum [Daersh  [Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturin Daernh Provinsi Ball Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran  Daecrsh  Provinsl  Oali
Tahun 2011 Nomor 5, Tambaban Lembaran Dacral Provins
Bali Nomor 5);

. Pernturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tenitang

Desa Adar di Ball (Lembarmin Daemb Provinsi  Bali
Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinat
Bali Nomaor 4);

Peraturan Gubemur Bal Momor 97 Tohun 2018 tentang
Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sckali Pakai (Benta
Daerah Provingl Bak Tahun 2018 Nomor 97);

MEMUTUSKAN

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
BERBASIS SUMBER.



BAR 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Feraturan Gubermnur ini, yang dimaksud dengan :

4.

10,

11,

12,

13,

14,
15,

. Provins adatah Provimsi Bali.
2,
3. Pemerintah  Daerah  adalah  Pemerinteh  Provinai  dan

Gubernur adatah Subermur Bali,

Pemerntah Kabupaten/Kota di Provinsi Ball,

Desa/Kelurahan adalah kesatuan masyvarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
menguris  Urusan pemerintaban, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan pralarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/ateu hak tradisional yang diokui dan dibormati dalam
sigtem pemerintnhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

.Dess Adar adalah kesatuan masvarakat hukum adat di Ball

yang memiliki wilavah, kedudukan, susunan ash, hak-hak
tradisiorial, bharta kekavaan eendin, tradisi, tata kramo
pergaulan hidup masyarakat secara murun temurun dalam
ikatan tempat suel (kalyangan tiga atey kahyangan desd),
tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengerus
rymah fangganya sendin.

. Kramn Desz Adat adalah warga masyarakal Bali berggama

Hindu yang Mipil dan lercatat sebagai anggota di Dean Adat
setempat.

.Bampah ndalah sisa kegiatan sehan-har manusia dan/fatau

proses alam vang berbentuk padat,

. Bumber Sampah adalah asal imbulan Sampah.
. Pengeiolaan  Sampeh adalah kegiatan yang sistematis,

menyeluruh clien berkesinambungan YAng micliputi
pengurangant Sampah dengan cara pembatasan  timbulan
Sampah  [reducey, pemanfaatan kembah Sampah {reuse).

‘dan/atau pendaurmn ulang Sampah |recycle] dan penangaran

Sampah dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,
pengoiehin dan pemrogesan akhir Sampah

Sampan Yang Tidak Mudah Terura) Cleh Alam adalah Sampah
vang karena sifatnya tidak mudah terural oleh proses alam.
geperti plastik, kaleng, logam, kaca. kain, karet dan sejenisnya.
Sampah Rumah Tanpgga adalah Sampsah vang berasal dari
kegiatnn sehari-har dalam rumah tangga ving tidak rermasuk
tinja dan Sampah Spesifil

Bahann Berbabavea dan Beracun yung selanjutnya disebut B3
adalah zat, energl, dan/atau komponen lain varg karens sifat,
konsentrost, danfeted  jumlabnys, baik secara  langsung
maupun dak lanpsung, dapat mencemarkan dan/atau
merusak lingkungan hidup, dan/atay  membahayakan
lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup
manusia dan mahluk hidup lain

Bampah Spesifik edalah Bampah yung karena  sifat,
kunsentrasi, danfatay volumenve memetiuken pengelolaan
khusus karena mengandung B3 dan limbah B3,

Kemasan aidalah wadah dan fatau pembunglkus suatu barang.
Tempat pengolahan Sampah dengan prinsip IR (reduoce, reuse,
recycie vang selanjuitnya  disesbut TPS 3R adalabh  tempat
dilaksanakannya kegiatan pengdmpulan, pemitahan,
penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.



if. Fesilitas penampungan Sampah yang sclanjutnya disrbut FPS
adalah fasilitns yvang disediakan untuk menampung untuk
penarikan kembali Sampah Yang Tidak Mudah Terurai Oleh
Alam vang capat diguna ulang dan didaur ulang.

17. Tempat Pemrosesan Alchir vang selanjutnya disebut TPA adalah
tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke
media lingkunpan secara aman bagh manusia dan lingkungan.

18, Bank Sampah pdalah tempat pemilahan dan pengumpuolan
Sampah vang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang
memiliki nilai ekonomi.

19. Tempat Peryimpanan Sementara Limbah Buhan Berbahava
dan Beracun vang selanjutnya dissbut TPS LB3 adalah tempat
dilakeanakannya penyimpanan sementamm Sampah Spesifik
vang berasal dar rumah mngea.

20, Awig-Audg adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau
Banjar Adat vang berlaku bapgi Krama Desa Adat, Krama Tomi,
dan Tamin

21 Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai
pelaksanaan Awig-Awig atmu mengatur hal-hal bara dan/atau
menyelraaikan perkarn Adat /wicara di Desa Adat.

22 Produsen adalah pelaku usaha di Provinsi Ball yang
memproduksi  barang yeng menggunakan  Kemasan,
mendistribusiikan barang yang menggunikan Kemasan dan
berasal dati impor, atau menjual barang dengan menggunakan
wadah vang tidak dapat atau sulit terural oleh proses alam.

23, Distributor adalah perantara yang menyalurkan produk dari
pabrikan ke pengecer

Pasal 2

Peraturan Gubernur ind bertujuan:

e mewitjudikan budava bersih;

b. meninghatkan kualitas nglungan hidup,

¢. meninpkatkan kesshatan magvaralkat,

d. menjadikan Sampah berntlad ekonomis; dan

e, meningkatkan  peran  Produsen, Desa  Adat,  serta
Desa/Relurehan dalam pengelolagn Sampah.

Fasal 3

Fuang lngkup Peraturan Gubernur in meliputis
i, jenis dan sumber Sampah;

. Pengelolaan Sampah Rumah Tanggs.

o, Pengelolaan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangee:
d. Pengelolaan Sampab Spesifik;

. PFengelolaan Sampab oleh Produsen;

T Pengelolaan Sampah residu;

g. kewajiban.

h_larangan:

i, peran sertn mosyaralot;

1. pembinnon dan pengawasan; dan

k. pembiayaan.



BAR []
JENIS DAN SUMBER SAMPAH

Pasal 4

(1) Jenis Sampah meliput:
a, Sampah Rumah Tangga;
b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
c. Sampah Spesifik.

(2} Sampah Rumah Tangga sebagammana dimaksud pads ayat (1)
huruf a, berasal dari sisa kegiatan sehar-hari dalam rumah
angos.

(3) Sampah Seienis Sampah Rumah Tangga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, bermsal dan sisa kegiatan i
kawnsan permitkiman, kawasan komersial, kawasan indust,
kawssan khusus, fTasilites umum, fasilitas sosial, dan fasilitas
Fdnnya.

4} Sampah  Spesifik sebagaimana dimaksod pada avat (1]
hurul ¢, merupakan Sampah vang mengandung H dan
limbah B3 dari rumah tangga.

BAR (1]
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGOA

Pasal 5

(1) Setiap orang dalam rumah tangge berkewnyiban melakukan
Pengelolaan Sampah yang dihesilkennya,
(2] Pengelolaan Sampah ramah tangga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] dilakukan dengan cama
i mengrunekan barang dan/atau Kemasan yang dapat di
daur ulang dan mudah terural oleh proses alum;
b. membatasi dmbulan Sampah dengan tidak menggunakan
piastik sekali pakai;
¢. menggunakan produk vang menghasidkan sesedikit
Sampah;
d. memilah Sampah;
e, menyelor Sampah Yang Tidak Mudah Terural Oleh Alam
ke Bank Sampah dan/atau FFS;
mengolah Sampah vang mudah terurat oleh alam. dan
menyinpkan tempat Sarmpah untuk menampung Sampah
regidu

o

Pansl

[1) SBetiap orang dalam rumah tangga berkewsjiban melakukan
pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud delam Pasal 5
avat (2] huruf d yang masih memilikli mial ekonomis uniuk
dimanfaatkan kembali, digunaulang, dan d daur ulang.

(2] Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupaksn
kegistan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5
(lima) jenis, yang terdiri atas:

a  Sampah vang mudah terurai aleh alam;
b. Sampah yang dapat digunakan kembali,
c. Sampah vang dapat didaur ulnng,
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d. Sampah vang mengandung B3 dan limbah BJ; dan
e, Sampah residu. i _

[3) Sampah yang mudah terurai oleh alam ssbagaimana dirmaksod
pada ayat [2) huruf a dapat diolah menjad: kempos, budidaya
lalat (black soldier fly), pupuk cair, arang Sampah. {briket), dan
produk lainnya sesuai perkembangan teknolog.

{4} Pengolahan Sampali vang mudah terural  oleh  alam
sphagaimana dimaksud pada avat (3) dilakukan:

a. secara mandiri yang diolah di halaman sendin; atau
b. hekerjasama dengan TPS 3R pada tingkat Desa Adat atau
Desa, Kelurprhan

|5] Sampeh vang dapat digunazkan kembali den depat didaur
ulang sebapaimana dimaksud pada avat (2] hurul b dan
huruf ¢, merupakan Sampah Yang Tidak Mudah Terumi Cieh
Alam untuk disetor ke Bank Sampah dan/atau FP3.

(6] Sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada
avat (2] huruf d ssbagal hasil pemilahan Sampah df romahb
tengga dan tdak dapat diglah, ditangani dengan cara
disernhkan kepada TFS 3R,

{7} Bampah resmdu sebapaimana dimaksud pada ayat (2) buruf e
sehbapai hasl pemilahan Sampah di rumah tangga dan tidak
dapat diolah, ditangani dengan cara:

i, ditempathan pada tempat Sampah; don
b, dianghkut ke TPA.

[8) Sampah residu sebagaimanas dimaksud pada avat (7) melipun

popok belias, tisu bekas, dan seenisnys,

BAD IV
PENGELOLAAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Fasal T

Pengelola kawasan dan fasdlitas berkewajiban mengelola Sampah
yang dihasillannya.

Kawasan cin fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdir atas:

n. kawasan permukiman;

b. kawasan komersial;

€. kawasan industr;

d, fasiiitas umum;

& [amilitas soaial; dan

I fasilitey lninnya.

Bagian kesaiu
Pengelolann Sampah di Kawasan Permukiman, Kawnaan

Komersial, Kowasan Indusirl, Fasilitne Umum dan Fasittas Sosial
Pazal 8

-

Kawasen permulkiman sebugnimani dimaksud daiam Pasal 7
ayat (2] hurul a, meliputi perumahan, apartemen, dan ssjenisnya

Kawasan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2]
huraf h. meliputi hotel, perkantoran, pertokosn, pusat
perbelanjazn, pusat perdagangan, dan seenisnva



i3
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(5]

(1)

(2]

(1)
(2}

[3)

Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayal (4|
hurul ¢, mehput pusat indusid pengolahan makanan, industn
panwisata, dan sejenisnya.,

Fasilitas umum sebagaimann dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2|
huruf d. meliputi ackolah, fasilitas pelayanan kesehatan, pasar,
dan sejenisnyva.

Fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
huruf e, meliputi taman bermam, bala  pertemuan, dan

Sejenisnya.
Pragsl 9

Pengelola kawasan dan fasilitas sehagaimana dimaksud dalam

Pasal 7. melakulan Pengelclaan Sampah dengan eara:

a. menggunakan dan memilih bahan yvang mengandung sedilir
Sampah;

b, tidak menggunakan plastik selal pakai;

¢, memanfaatkan dan menggunakan kembali Sampah sesuai
Tungsinya atau dengan fungsl yang lain;

d. memyedinkan tempat Sampah vang termiah ashbapaimana
dimaksud daiam Pasal & gyai (2],

e, mengumpulkan Sampah;

I, menvetor Bompah Yeong Tidak Mudabh Terumd Oleh Alam ke
Bank Sampah dan/atau FPS;

g. méngnlah Sampah yang mudah terural ofeh alam; dan

h, mengangkut Sampah residu ke TPA,

Pengelola kawasan dan fasilitas dalam melakukan pengolahan

Sampah yang mudah terurai aleh alam sebagaimana dimaksud

pada-aval (2) hurufl d dilakukan dengan ciua;

&, menegolah sendin di daleam kawasan, den fainu

b. bekerja sama dengan TPS 3R pada tinpkat Desa Adar arau
Desa/ Kelurahar.

Pasal 10

Sarana pengumpulan Sampah, berups;

. gerobak/motor Sampah; dan/atau

b. mobil Sarnpah.

Sarana penpumpulan Sampah sebapaimana dimaksud pada
avat (1) wajib memenuhi persvaratan teknis sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Penanggung jawah kawasan permukiman, kawassn komersial,
kawasan indusin, fasilitas umum, den fesilitas sosial dapat
melakuknn Pengelolaan Sampah sebagaimann dimeksud: dalam
Pasal 9 avar (1) buruf e, humal § hurel g dan hurul h,
dengan cara:

a. mandiri; atau

b. bekerja sama dengan Desa Adat dan/atau Desa / Kelurahan,

Bagian Kedua
Pengelolaan Sampak di Fasilitas Lainnoya

Pasal 11

Fasilitas lainnya sebagmmana dimaksud dalam Pagal 7 svar [2)
hurif 7, vaity tempat ibadah keagamnan.



(1)
(2)

Fasal 12

Pengelola tempat ibadah keagamsaan berkewajiban meiakuban
Pengelolaan Sampah yang dibastkannya. )
Pengelolaan Sampah dari kegistan di tempat ibadah schagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dergan cara:
a membatasi sarana kegiatan keagamacn menggunakan plastik;
b membatasi  penggunaan hidangan  yang menggunakan
Kemasan plastik pada setiap acara keagamaan;
menggunalkan sarana yang dapat didaur ulang,
. menggunakan hahan yang dapat diural oleh alam:
. menyediakan tempat Sampah yang terpilah;
mengumpulkan Sampah;
. meryetor Sampah Yang Tidak Mudah Terurai Oleh Alam ke
Bank Sampah dan/atau FPS,
.menpolah Samipah yang mudah terurai oleh alam,;
menyvmpkan tempat Sampah untuk menampung Sampah
residu; dan
mengangkut Sampah residu ke TPA

- - T R < O

—

Fasal 13

Penanggung jawab pengelola  tempat  ibadah  keagamaan
melakulsn Pengelolaan Sampah sebagamarin dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2) huruf f, huruf g, huraf b, buraf §, dan hurof
dengan cara

&, manciri; atau

b. bekerja sama dengan Desa Adat dan /atau Desa fRelurahan.

BAB V
PENGELOLAAN SBAMPAH SPESIFIK

Pazal 14

Penpelolaan Sampah Spesillk sebupuimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf d, dilakukan terhadap Sampah vang mengandung
B3 dian limhah B3 yang bersumber dit rumah tanges.

Pasal 15

[1) Setiap warga masyarakat berkewanban melakikan pemilaban
Sampah Spesifik vang mengandung BY dan limbah B3 vang
beraaal dan kegiatan rumah tanega

[2) SBampah Spesifik vang berasal dan kegiatan rumah tangga
gebapganimana dimeksud dalam Pasgal 14, terdin atas baterai
bekas, Jampu TL bekas, accu bekas, carimidge bekas, obat
kadaluarss, Kemasan terkontaminasi limbah B3, elektrondl,
dan sejenienva

(3) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayer (2
dikumpulkan pada TPS 3R dan selaniutnya diangkut ke TPS
LH3 di tingkat Kabupaten/Kota.

(4] Penganghkutan dari TPS 3R ke TPE LBl dilakukan oleh
pengelola Sampah di tingkat Desa.

(5] Pemerintah  Daemh  wajlh  menyediakan TPS LB3  dan
menyerahkan kepada pihak pengolah limbah B3 yang herizn

5] Pengelolaan Sampah Spesifik di TPS LAS3, dan penganghkutan
ke perigolah limbab B3 yang berizin. dilakukan sesuad dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangsn



Pasal 16

(1} Pemerininhy Daerah Kabupaten/Kota dapat mengenakan
retribusi atas pelayanan Pengelolaan Sampah Spesifik
[2) Komponen biaya perhitungan retnbusi pelayanan Peagelolaan
Sampah Spesifik paling sedikit melipuli; .
& biaya pengangkutan dar TPS LB3 ke industri pengolah
limbah B3; dan/atau
b, biaya pengolahan limbah B3 di industri  pengolah
limbah B3.
(3} Retribusi atas pelayanan Pengelolaan Sampah Spesifik
sehagrimana dimaksud pada avar (1) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Daerah Kabupaten ) Koa

BAR VI
PENGELOLAAN SAMPAH OLEH PRODUSEN

Pogal |7

(1) Setiap Produsen wajfib mengelola Sampah dengan carn
pEMEUTANEAT.

|2) Produsen dalam pengurangan Sampak wajib menggunakan
bahan vang dapst diguna ulang, bahan yang dapst didaur
ulang dan faray bahan yang mudah terurai oleh alam.

(3] Pengurangan Sampah sebagaimana drmaksud pada avat (2)
dilakukan denpan eara:
a, membatas dmbulan Sampak;
b mesdaur ulang Sampah, dang; ataun
« memanfaatkan kembali Bampah.

Fagal 18

Pembatasan timbulan Sampah ol¢h Pridlusen sebagaimana

thmaksud dalam Pasal 17 ayat {3) huraf a, wajib dilakukan

dengan carn

a. menghasilkan produk dengan menggunakan Kemasan yang
mudah diurai oleh alam dan menimbulkan Sampah sessdikit
miungkin, dan

b. menyvusun refcana progmm pembatasan timbulan Sampah
vang diterapkan paling lambat 5 (lima) tshun terhitung sejak
peraturan ini diberakukan,

Pasal 19

Mendaur ulang Sampah cleh Produsen sebagamana dimaksud

dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, wapb dilakulGn dengan cara

. mencaniumian label produk dan Kemasan yang dapat dideaur
ulang; -

b.menank kemball Sampah dam produk den kemesan produk
untuk didaur uiang;

c. membangun pusat deur ulang yang menggunalkan teknolog
ramih linglkungan serta monghasillan sediidt imbah;

d. mencatat jumiah produk dan/atau kKemazan yang diproduks:
dan/atau didistribusikan kepada konsumen yang skan didaur
ulang karena tidak dapat terurai eleh alom,



g mencatal jumlah penarikan prodok dangalau hemesan Yang
dapat didaur ulang: dan

f, melaporkan sécara berlala munimal b [Ersam) hul.u_m a::hali
kepada instansi yang membidangi ingkungun hidup di Provins
dan Kabupaten/Kota terkait kewajibannya mengurang
Sampah melalui daur ulang.

Pasal 20

Pemanfeatar  kembali Sampah oleh Produsen sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 avat (3} hurufl ¢, wajib dilakukan

dengan cRréE:

a. menggunakan bahan baku preduksi vang dapat diguna ulang;

b. mencantumkan label produk dan kemasan yeng dapat diguna
ulang;

c. menarik kembali Sampah dan produk den Kemasan produk
untuk diguna ulang

d. mencatat jumlah produk dan/ateu Kemasan yang tidak dapat
terursl oleh alum yang diproduksi dan/stau didistribusikan
vang akan diguna ulang;

e, mencatat jumlah penarikan produk dan/atau Kemasan yang
dapat dipguna ulang; dan

f melaporkan berkala minimal 6 (enam) bulan seksll kepada
inatansi veng membidangi lingkungan hidup di Provinsi dan
Kabupaten /Kota terkait kewajibannya mengurang! Sampah
melalui pemanfaatan lembali

Fasal 21

(1) Proctus=n melakukan pendauran ulang dan pemanfaatan
kembali Sampah dengan membangun FFS danfatau pusat
daur ulang.

(M Produsen dalam penariken Sampash dapat belkerjasamn
dengan:

&, Bank Sampah;
b, Dipsn Adnt; damn stau
¢, Dnza/Kelurahan.

Prsal 23

{1} Produsen dapat menunjuk Bank Sampah wnit, Bank Sampah
sektor, dan/atau  Bank Sampah induk di  seuap
kabupaten fkota sebagai FPS.

(2} Bank Sampah sebapgaimana dimaksud pada asyat (V) terclicd
dari
a. Bank Bampah unil baspanelin i tinghat

banjar /lingkungan fsekolah;

b. Bank Sampah seltor berada i tinghnt
kecamatan / Desa /Kelurahan yang memayung Bank Sampah
unit; dan

c. Bank Sampah induk begada o onghat kabupaten/kota
berfungsi sebagai bank induk/sents] dad Bank Sampah
sektor ¥ang ada di tingkar kecamatan /desa/ kelurahan.

(3) Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat  (3)
meérupakan tempat dimana masyvarakat dapat menvetor
Sampah Yang Tidak Mudah Terurm Oleh Alam dan Sampah
dari produk dan /atou Kemasan vang dapat didaur ulung,



{4} Setiap orang yang menyetor Sampah ke Bank Sampah akan
mendapatkan nilai ekonomis berdasarkan jenis Sampah vang
disetorkan.

(5] Bank Sampah berkewajiban menyediakan  tempat
penampungan Sampah berdasarkan jenis dan karakteristiknya
sesual dengan produk vang diedarkan Produsen,

Pasal 23

{1} Distributor 41 Bali wajb menank Sampah dar produk
dan/atau Kemasan produk vang diproduksi di luar negen atau

di luar Bali yang tidak mudah terurai oleh alam.

(@) Distributor sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat:

g membangun FPS di Bali untuk penarikan Sampah dan
produk dan/atay Kemssan produk yvang tidak mudah
terurad oleh alam; dan /atau

b, membangun pusat daur ulang di Bali untuk mendaur ulnng
Sampah darl produk dan/atau Kemasan produk yang tdak
mudah teryrai oleh alam,

BAB VII
PENGELOLAAN SAMPAH RESIDU

Pasal 24

Sampah residu dari kegiatan Pengelolaan Sampah di - Sumber
Sampah wajib dhanghkut dan diolah di TPA

Poaal 35

(1] Pemernntah Kabupaten/kota dapat menyediakan TPA sebagai
tempat pemrosesan akhir Sampah secara mondin,

2] Pemerminh Provins: dapat menyvedizkan TPA Regional sebagad
tempal pemrosessan akhir Sampah vang beriasal lelih dan satu
kmbupaten loota.

{3} TPA sebagalmana dimaksud pada ayat (1] dan ayat (2] dengan
mengeunakan:

a. mietode lahan wrug terkendali,

b. metode lahan wrug saniter; dan /atan

c. teknolop ramah lingkungan seperti gasifikasi, pyrolysis dan
sojenisnya,

(4} Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam perarosesan
gichir SBampah sebagaimana dimaksud pada ayat [3) hurf ¢
dilakukan sesual Ketentuan Peraturan Perundang-undangsarn.

BAB Vil
KEWAJIBAN

Pasal 26

(1] Budaya Hidup Bersih wajib dilakukan oleh:
a. setiap individu dalam rumah tangga;
b. metiap peserta didik dan pendidik dalam lingkungan
sekolah;
c. setiap mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dalam
linghkungan kampis;
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d. setap pedagang dan pembell dalam lingkungan pasar dan
pertokoasn

e. setinp umat dalam Hrgkungan tempat tbadah; dan

[, setiap individu dalam kawasan wisata, pelabuhan, bandara,
termminnl, dan fasilitas umum lainnya.

Budaya Hidup Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksukan dengan cara:

a. tidak membuang Sampah sembarungan,

b, menempatkan Sampah pada tempatnya;

c. menggunakan  barang dan/atnu Kemasan  yang
meminimalisic Sampah; dan/stuu

d. mengelala sendin Sampah yang dibasilkan.

BARB TX
LARANCIAN

Pasal 27

Setiap orang dilarang

|

f.
.

d.

(1l
(2

3

(1
1]

]

membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan;
membuang Sampah sisa upakarn ke media lingkungan;
membakar Sampah yang tdak sesunl dengan persvaratan
tekmis pengeloinan sampah;

melakukan penanganan  Sampih Secara  terbuka [open
dumming); dan/atau

memasukian Sampah ke dalam wilavah Provingl.

BAB X
PERAN SERTA MASYARARAT

Pasal 25

Peran serta dalam Pengelolaan Sampah dilakukan oleh Krama
Deso Adut dan pengelola kawasan,

Peran Krama Desa Adat sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan dengan membangun kessderan untuk  Budayae
Hidup Beraih.

Peran seria pengelula kawasan scbagaimana dimaksud pada
avat (1) dilakukan dengan menjoaga kebersihan kawasan dari
Sampah.

Pasal 2%

Desa Adat melakukan Penpelolaan Sampah secara swakelola
Desa Adet  delam  Pengelolaan ZSampeh  dapat  dilakukan
dengan:

a. menoyusun  Awig-Awig”Porarem Desa  Adat  dalam
menumbuhkan Budaya Hidup Bersih di wenddangan Desa
Adat;

h. melaksanakan ketentuan Auag-Awigs Pararem Desa  Adat
secara korngisien; dan -

c. menerapken sanksi gdat terhadap pelanggaran ketentugan
Atg-Arngy Pararem Desa Adnat

Dwesn  Adot dolam  Pengelolagn Sampah df somber  dapat

dilakukan dengan cara:

a, bersinerg dengan Desa/Kelurahan; dan/atau

b, membentuk  badan lembagn  pelavanan Penyelolann
Sampah tingkat Pesa Adat
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Pasal 30

Desa  Adat  dalam  bersinerg  dengan  Desa/kelurahan
sebagaimana dimaksid dalam Paeal 29 ayat (3] hurul a,
melakukan Pengelolaan Sampah dengan:

a. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kepada
masyarakat dalam meningkatkan tanggungiawab terhadap
penpelolaan Sampahs:

b. membangun TPS 3R untuk mengolah Sampah vang mudah
terurai oleh alam; dan

e, menpgangkut Sampah dari sumbernya ke TP3 3R,
FPS/Bank Sampah, dan/awu TPA.

Desa Adat dalam  bersinergi  dengan Desa/Kelurahan

sehagnimana dimaksud pada ayat (1) dapat:

a. bekerjazama  dengan  Produsen/ihstributor  uniuk
membangun Bank Ssampah dengan menggunskan dann
mnggung jawab sosial (Corporate Seciol  Responsility);
dan/amau

b, hekerjasama dengan pihak nin vang lehih menguntungican
eegtini ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penpelolasn Sampah sebagnimana dimaksud pads ayat (1)

huruf b dan huruf ¢ disesupikan dengan kondisi dan

kepnampuan Desa Adat dan fatan Dewa fEelurahan,

Pasal 31

Desa  Adat dalam bekerja sama dengon Desa/Kelurahan
ruelakukan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam
Paaal 29 avat (&) huruf a, dapat diakukan melalui Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes), Lembaga Perkreditan Desa, Bago
Uisahn Padruwen Desa Adat, Bank Sampah, dan/fatau
pihak lndrnya.

Bagn Uisehe Padnncen Desa Adel sebagaimana dimaksud
pada ayar (1) merupakan unit usaha milik Desa Adat yang
melaksanakan kegintan umahs di bidang ekonomi rmil, jasa,
dan/atau pelayanan umum, kecuali ysaha di bidang keuangsn
dan diselenggarakan berdasarkan hulkum adat.

Pasal 32

Pengangkutan sebagnimana dimakaud dalam Pasal 30 avat (1]

hurafl e dilakukan denpan jadwal sehagai berikut:

g pengangkutan Sompab yang mudah terurai oleh atiom dard
sumbermya ke TPS 3R dilakukan setinp han,

b. pengangkutan Sampah Yang Tidak Mudah Terurai Oleb
Alam dari sumbomya ke FFS dan/atau Bank Sampah
dilakukan pada hari Rabw, Sabtu danjatau Minggu,

¢, pengangkutin Sampah Spesifik dari sumbernya ke TP 3R
dilakukan pada hari Jumat: dan

d. pengangkutan Sampah residu ke TPA dilakukan setiap hari.

(2) Jadwal dan ritasl pengangkutan Sampah sebagrimans

dimaksucd pada ayat (1) dapat disesuaikan bendasarkan lueas
wilavah, jumlah Sampah, dan kemampuan  Sarmna
pengangkutan
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Pasal 33

Desa Adat dapat mengenaken biava atas pelayanan

Komponen bisya atas pelayanan persampahan meliputs

a. biays pengumpulan dan pewadahan dari Sumber Sampah
ke Bank Sampah,. TP8 3R dan TPA; dan/atau

h. hiaya pengolahan Sampah yang mudah terurai aleh alam i
TP3 3R,

Besaran biaya atas pelayanan persampahan schagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjat melalui Awig-

Aung/ Pararem Desa Adat.

Pasal 349

Dalam mewujudkan Bali yvang bersih Jdi semus wilayah,

dilabeukan kegiatan *Gerakan Semesta Berencana Bali Resik

Sampah” secara serentak dengan bergotong-royong i han

mingey pada ming! pertama sétiap bulan

Keglatan Hali Resil Sampah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1] dilaksanakan oleh:

a, Dwsa Adat dengan melibatkan Kmma [esa Adan

b, Sekolah dengan melibatkan Pegerta Didik dan Peadidik,

¢ Perguruan Tinggl dengan melibatkan Mahssiswa, Dosen,
dan Tennga Kependidikan;

d. Pengelola kawasan dan fasilitas clengsn mengilaitsertakan
wargs masvarakatnya, dan

e, Organisast dan komunitas masyarakat

BAR XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

Pembinaen dan pengawasan dilakukan untuk pengelolaan
Sampah.

Pembingan dan pengawasan dalam  Pengelolaan Sampah
sebagaimiona dimaksud pada ayat [1] dilakukan untuk
mewujidkan Budaya Hidup Bersih,

Pemhinaan dan pengawasan dalam Pengelolaan Sampah
sebagaimena dimaksud pada aval (1) dilabukan melalui
edukasi, sosialisnsi, pendampingan, bimbingan teknis,
pelarihan, pemberian penghargaan dan penempan sanks:
Pembinann dan pengawnsan dalam  Peopelolaan  Sampah
sehrgaimana dimaksud pada evat 1] dilakikan aleh
Pemerintah  Daerah, Desa  Adasi, Desaj/Kelurshan, dan
masyvarakat,

Pasal 36

Pemerintah  Duernh, lembaga dan badan usaha dapat
memberikan penghargaan kepada Desa Adat, Desa/Kelurahan,
lembaga. badan usaha, dan perseorangan yang melakukan

a.  movasl dalam pengelolaan Sampah; don fatau

b. berperan aktif dolam pengelolaan Sampah.
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Pemerintah  Dacrgsh  memberikan  bantuan  program  atau
snggaran  pembangunan  kepada  Desa Adat  dan
Desa/Kelurahan vang mampu mewujudkan Budaya Hidup
Bersih dan bebas dari Sampah di wilayahnya.

Pemberian  penghargasn  berupa  bantuan — anggararn
pembangunan  sebagaimana dimaksud pada  ayat {2
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenar kriteria untuk penghargaan
Pengelolann Sampah Berbasis Sumber sebagaimana dimaksud
pada ayar (2, diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan
oleh perangkat daerah yvang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 37

Pengewasan sehagaimana dimaksod dalam Pasal 35 wyal (3],

dilakukan berdasarkan:

a. laperan peloksanaan upayva daur ulang dan guns ulang
Sampah oleh Produsen/Dismributor, dan/atau

b, peaganduan masvarnkat.

Penpawasan tethadap Produsen/Distributor  schagRimana

dimeksud ayat (1] hurof 5, dilakukan dengan cara:

g menganalisis laporan jenis dan volume Sampah yang tdak
midah terurai oleh alam berupa produk dan Kemasan
produk vang diedarkan Produsen /Distributor;

b, menganalisis data timbulen Sampah yang dikumpulkan
tar ditarik oleh Produsen/Distributor pada masing
FPS2: dan

¢, melakukan penpumpulan bahar dan  keterangnn  vang
dituangkan dalam Berita Acara Pengawasarn.

Pengawasan schagaimana dimakeud pada ayat (1), dilalkulkan

oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau lembaga

yang mempunyal tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan,

Pasal 38

Pemerintah Daerah memberikan sankst administratif kepada
Produsen; Distributor yang melanggar ketentuan dalam
Peraturan  Oubernur  ini sesual Ketentuan  Peraturan
Perundang-undangan.

Deza Adal memberikan sanksi adat kepada Krama Adat, krama
termin dan tarviu vang diatur dengan Avng-A udg? Perarem.

BAB Xl
PEMBIAYAAN

Paga] 30

Dalam penpelolian fampah berbasis sumber dapat menggunakan
sumber pembiavaan vang berasal duri:

oo s

Anggaran Pendapatan Helanja Negara;
Angparan Pendapatan Balanja Dacrah Semesta Berencana;

Angparan Pendapatan Helanja Dasrah kabupaten /kota; dan
sumber-sumber dana lsinnya yang sah,



BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Cubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Bah.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 November 2019

AYAN KOSTER

DEWA MADE INDRA
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